
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.223, 2020  KESRA. Sosial. Asuransi. TNI. POLRI. ASN. 

Lingkungan Kemhan dan POLRI. Perubahan. 

(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6559) 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 54 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 102 TAHUN 2015 

TENTANG ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, 

ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI 

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN 

DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 

tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia perlu disesuaikan dengan 

perkembangan dan kebutuhan hukum prajurit 

Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, dan pegawai Aparatur Sipil Negara 

di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi 



2020, No.223 -2- 

Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian 

Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang 

Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan 

Tunjangan kepada Prajurit Sukarela (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2812);  

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang 

Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2906); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4168); 

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang 

Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4439); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456); 

7. Undang-Undang-Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang 

Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 102 TAHUN 2015 

TENTANG ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA 

NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL 

NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN 

DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5792) diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
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lingkungan Kementerian Pertahanan dan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

selanjutnya disebut Asuransi Sosial adalah 

asuransi yang bersifat wajib untuk memberikan 

perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang 

dialami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan 

Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan/atau anggota 

keluarganya. 

2. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional 

Indonesia. 

3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah 

pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 

PNS adalah warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 

pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. 

5. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan 

yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah 

PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan, 

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia 

Angkatan Darat, Markas Besar Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan Laut, dan Markas Besar 

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.  

6. Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang selanjutnya disingkat PNS Polri 

adalah PNS di lingkungan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 
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Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk 

jangka waktu tertentu dalam rangka 

melaksanakan tugas pemerintahan. 

8. Tabungan Hari Tua yang selanjutnya disingkat 

THT adalah tabungan yang bersumber dari iuran 

peserta dan iuran pemerintah beserta 

pengembangannya yang diselenggarakan dengan 

tujuan untuk menjamin agar peserta menerima 

uang tunai pada saat yang bersangkutan berhenti 

baik karena mencapai usia pensiun maupun 

bukan karena mencapai usia pensiun. 

9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya 

disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko 

kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama 

masa dinas.  

10. Kecelakaan Kerja adalah kejadian kecelakaan 

yang dialami peserta dalam perjalanan dari 

rumah ke tempat kerja atau sebaliknya dan 

kecelakaan di tempat kerja atau tempat lain 

ketika menjalankan dinas.  

11. Penyakit Akibat Kerja yang selanjutnya disingkat 

PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh 

pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.  

12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat 

JKm adalah perlindungan atas risiko kematian 

bukan akibat Kecelakaan Kerja dan bukan karena 

dinas khusus. 

13. Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh 

penerima pensiun setiap bulan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara 

teratur oleh peserta dan/atau Pemberi Kerja. 

15. Penghasilan adalah penerimaan setiap bulan yang 

meliputi gaji pokok, tunjangan istri/suami, dan 

tunjangan anak. 

 


